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BUPATI MAGELANG 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 
PERATURAN  BUPATI  MAGELANG 

NOMOR 35 TAHUN  2016 

 
TENTANG 

 
PENJABARAN  

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2016 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI  MAGELANG, 

 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah 

Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Magelang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 
Anggaran 2016; 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 1950  tentang  Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 

42); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003  Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang  Nomor  15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

 

 

 

SALINAN 
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7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia  Nomor 

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 
dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia        Nomor 5340); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan  

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4593); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 4614); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun  2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4972); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun  2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun  2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2011 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5219); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 5272); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2010 

tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten 
Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 
Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 

2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di 
Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang 
Tahun 2014 Nomor 2); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang 
Tahun 2010 Nomor 13); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2011 
tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten 

Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 
Nomor 7); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 

tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten 
Magelang Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 
2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum 

(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 

tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten 
Magelang Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Magelang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 

tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten 
Magelang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Magelang Nomor 27); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012 
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah 

Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 5) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 

Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran 
Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28); 
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26. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2012 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 10); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2012 
tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pasar 
Muntilan  (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 

Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 
2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pasar 
Muntilan  (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 

Nomor 11); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2013 
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha 

Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 
2013 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2013 tentang 
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang 

Nomor 23); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2013 
tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Rumah 

Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang Setara Tipe B 
(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 12) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Magelang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2013 

tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Rumah 
Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang setara Tipe B 
(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 20, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 33); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2013 

tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pasar 
Secang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 
Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 
2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pasar 

Secang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang 

Nomor 13); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2015 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Magelang Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Magelang Tahun 2015 Nomor 11); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan 
Wakil Bupati Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang 

Tahun 2015 Nomor 7); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Gedung 

Terpadu Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Magelang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor 9); 
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34. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2016 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 10); 

35. Peraturan Bupati Magelang Nomor 51 Tahun 2015 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Magelang Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten 
Magelang Tahun 2015 Nomor 51); 

 
MEMUTUSKAN:  

 

  Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN  
MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2016. 

 
Pasal 1 

 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 
2016 semula berjumlah Rp2.340.396.942.410,00 bertambah sejumlah 

Rp118.037.863.654,00 sehingga menjadi Rp2.458.434.806.064,00 dengan rincian 
sebagai berikut: 

a. Pendapatan Daerah     
1. Semula Rp 2.168.440.109.680,00 
2. Bertambah/(berkurang) (Rp    205.040.471.884,00) 

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan                 Rp1.963.399.637.796,00 
b. Belanja Daerah 

1. Semula Rp 2.340.396.942.410,00 

2. Bertambah/(berkurang) Rp    118.037.863.654,00 
Jumlah Belanja setelah Perubahan                  Rp2.458.434.806.064,00 

Surplus/(Defisit) setelah Perubahan                  (Rp  495.035.168.268,00) 
c. Pembiayaan Daerah   

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah  

a) Semula                         Rp   205.301.832.730,00 
b) Bertambah/(berkurang)Rp   342.078.335.538,00 

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan                Rp    547.380.168.268,00 
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 

a) Semula                         Rp     33.345.000.000,00 

b) Bertambah/(berkurang)Rp     19.000.000.000,00 
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan                Rp      52.345.000.000,00 
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan      Rp     495.035.168.268,00 

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan    Rp                             0,00 
 

Pasal 2 
 

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

Pasal 3 
 

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 4 

 
Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan 
Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

 
Pasal  5 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
Ditetapkan di  Kota Mungkid 
pada tanggal 8 November 2016   

 
BUPATI  MAGELANG, 

         
ttd 

 

ZAENAL ARIFIN 
Diundangkan di Kota Mungkid 

pada tanggal 8 November 2016 
 
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG, 

 
ttd 

 

AGUNG TRIJAYA 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2016 NOMOR 35 
 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 
 

IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum. 

Pembina Tk I 
NIP. 196812281994031006 

 


